
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA 
 

NOMOR .... TAHUN …. 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH 
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kembali pelaksanaan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan perkembangan 
kebutuhan organisasi saat ini, beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4744); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5494); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5589) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat 
Daerah; 

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 
202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Nomor 2002); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

dan 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. 
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Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 
201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Nomor 2005), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

 

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri 
atas:  

a. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pendidikan; 

b. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan; 

c. Dinas Bina Marga Tipe Tipe A, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan 
ruang pada sub urusan bidang jalan dan penyelenggaraan 
penerangan jalan umum; 

d. Dinas Sumber Daya Air Tipe A, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang pada sub urusan bidang sumber daya air, sub 
urusan bidang air minum, sub urusan bidang air limbah, 
sub urusan bidang drainase, dan urusan pemerintahan 

bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan 
bidang geologi; 

e. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Tipe A, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan 

bidang bangunan gedung, sub urusan bidang penataan 
bangunan dan lingkungannya, sub urusan bidang 
penataan ruang, sub urusan bidang jasa konstruksi, dan 

urusan pemerintahan bidang pertanahan; 

f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe 

A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan 
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang pada sub urusan bidang permukiman; 
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g. Satpol PP Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta 
perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang 
ketenteraman dan ketertiban umum; 

h. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tipe 
A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan 
masyarakat pada sub urusan bidang kebakaran; 

i. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang sosial; 

j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga 
kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; 

k. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan 

Pengendalian Penduduk Tipe A, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan 
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

l. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, 
urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dan 

urusan pemerintahan bidang pertanian; 

m. Dinas Lingkungan Hidup dan Energi Tipe A, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang energi 
dan sumber daya mineral pada sub urusan bidang mineral 

dan batubara, sub urusan bidang energi baru terbarukan, 
sub urusan bidang ketenagalistrikan, dan urusan 
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang pada sub urusan bidang persampahan; 

n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

o. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perhubungan; 

p. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang 
statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian; 

q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan non perizinan secara terpadu; 

r. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 
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s. Dinas Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang kebudayaan; 

t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang 
kearsipan; 

u. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pariwisata dan penyelenggaraan ekonomi kreatif; 

v. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

kehutanan, dan urusan pemerintahan bidang perumahan 
rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan bidang 
prasarana, sarana, dan utilitas umum (pertamanan dan 

pemakaman); dan 

w. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan 
bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang 

koperasi, usaha kecil dan menengah. 

 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

 

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri 
atas: 

 

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, 
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang 
urusan pemerintahan bidang penelitian dan 

pengembangan; 

b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A, 
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang keuangan; 

c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, menyelenggarakan 
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan 

pada sub urusan bidang pendapatan; 

d. Badan Pengelolaan Aset Daerah tipe A, menyelenggarakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan 
pada sub urusan bidang aset; 
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e. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, 

menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang keuangan pada sub urusan bidang 
pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; 

f. Badan Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa, 
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang keuangan pada sub urusan bidang 
pengadaan barang / jasa pemerintah; 

g. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, menyelenggarakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 
kepegawaian; 

h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, 
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan; dan 

i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat pada sub urusan bidang bencana. 

  

3. Pasal 9 dihapus. 

 

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 27 
 

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, 
serta dokumen sebagai akibat perubahan Perangkat Daerah 

yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan 
paling lambat tanggal 31 Desember 2019. 

 

5. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu ) Pasal, 
yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 28A 
 

(1) Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada 
Perangkat Daerah yang mengalami perubahan 
nomenklatur setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, 

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan 
dilantiknya Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit 

kerja pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan 
Daerah ini. 
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(2) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja 

pada Perangkat Daerah yang mengalami perubahan 
nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselesaikan paling lambat tanggal 2 Januari 2020. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah. 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 

 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 

 

 

ANIES BASWEDAN 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 
 

 
 

SAEFULLAH 

 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  

TAHUN          NOMOR               
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PENJELASAN  

 
ATAS  

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 

IBUKOTA JAKARTA  
 

NOMOR …. TAHUN ….  

 
TENTANG  

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG 
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH 

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

 

 

I. UMUM  

Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dipandang 
perlu dilakukan penataan kembali.  

Penataan tersebut dimaksudkan agar Perangkat Daerah dapat menjadi 
lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka 

penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan 
perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, 
pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan 
Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dengan tetap 
mempertimbangkan kondisi Provinsi DKI Jakarta selaku daerah khusus 

yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Sebagai penyempurnaan dalam Peraturan Daerah ini, terdapat 
perubahan materi muatan, antara lain:  

a. 4 (empat) Dinas dan 1 (satu) Badan yang mengalami perubahan 
nomenklatur yaitu:  
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1) Dinas Lingkungan Hidup dan Energi; 

2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 

3) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;  

4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah; dan  

5) Badan Pendapatan Daerah. 

b. 1 (satu) Dinas mengalami pembubaran yaitu Dinas Perindustrian dan 
Energi; dan  

c. 1 (satu) Dinas pembentukan baru yaitu Dinas Kebudayaan. 

Dengan perubahan materi muatan dimaksud, diharapkan Perangkat 
Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, optimal, 

efisien, dan berkualitas. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasal 27 

Cukup jelas 

Pasal 28A 

Cukup jelas 

 

Pasal II 

Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 

JAKARTA NOMOR 


